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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Analisis putusan dalam tindak pidana pemerkosaan anak ditinjau dalam 

perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada putusan No: 

32/Pid.An/2014/PN.LBT Dalam unsur kepastian hukum ada ketidakpastian  

hakim menjadikan acuan pasal yang sama dilihat dari perbandingannya 

dengan  Putusan No: 64/Pid.B/2013/PN.MSH-PIR dimana hakim tidak  

mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 695 K/Pid/2006.  

Sementara dalam perspektif keadilan dalam Putusan 

No.32/Pid.An/2014/PN.LBT penjatuhan sanksi pidana tidak sesuai dengan 

asas proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan 

kompetensi kejahatan yang dilakukan. Dilihat dari aspek kemanfaatan dalam 

putusan No: 32Pid.An/2014/PN.LBT dinilai belum efektif dan terkesan 

subjektif Karena dalam pertimbangannya hakim tidak memperhatikan efek 

yang berpengaruh dalam perkembangan psikologi korban.  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada terdakwa dalam tindak pidana 

pemerkosaan pada putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT : 

a. Faktor Internal, merupakan kendala yang mempengaruhi pertimbangan 

hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan 

yang datangnya dalam diri dan berkaitan dengan sumber daya hakim itu 

sendiri. Seperti, Pengangkatan Hakim, Pendidikan Hakim, Pengusaan, 

Terhadap Ilmu Hukum, Moral Hakim, dan Kesejahteraan Hakim. 

b. Faktor Eksternal, merupakan kendala yang mempengaruhi pertimbangan 

hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan 
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yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Yakni, kemandirian 

kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, sistem peradilan 

yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim. 

 

5.2 Saran 

Dalam upaya menerapkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, 

idealnya putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan, 

idealnya dalam tata laksana proses persidangan harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Hakim seharusnya mampu menemukan solusi autoritatif, artinya 

memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para 

pihak. 

2. Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan 

dasar dari putusan hakim tersebut. 

3. Efek putusan bagi masyarakat harusnya mengandung aspek stabilitas 

(mampu memberi rasa tertib dan aman bagi masyarakat) 

4. Hasil putusan maupun dalam proses persidangan menerapkan sanksi agar 

tetap netral dan profesional sehingga putusan yang dikeluarkan benar-

benar menciptakan kepastian serta memenuhi rasa keadilan, dan 

kemanfaatan baik untuk terdakwa maupun untuk korban sendiri. 
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